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Abstract

In order to provide certainty, fairness and not differentiated from legal purposes, a study was
conducted on vehicle owners / consumers whose vehicles were lost by asking provincial
government officials to collect vehicle taxes or district / city governments as collecting parking
fees and parking taxes related to the loss of motorized vehicles. This study uses normative studies
by managing data from applicable rules and books from experts which are widely used as
material related to research that will be discussed in this study. What novelty will be discussed in
thisresearch is the responsibility of the local government for the loss of motorized vehiclesin the
parking lot that is managed as stated in Law No. 30 of 2014 concerning State Administration
which provides an explanation that giving delegations from higher officials to lower officials has
consequences and responsibilities as well.

Keywords. Respondent, loss and parking

Abstrak

Guna memberikan kepastian, keadilan dan tidak diesd dari tujuan hukum maka dilakukan
penelitian terhadap pemilik kendaraaan/konsumeng ylaendaran miliknya hilang dengan
meminta tanggunggugat pemerintah provinsi yang nilemejak kendaraan atau pemerintah
kabupaten/kota selaku menarik retribusi parkir gejak parkir terkait adanya kehilangan
kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakarakajiormatif dengan mengelola data-data
dari aturan-aturan yang berlaku serta buku daa phli yang banyak digunakan sebagai bahan
yang berhubungan dengan penelitian yang akan dsbdddam penelitian ini. Kebaruan apa saja
yang akan bicarakan didalam penelitian ini adal&mgenai tanggunggugat pemerintah daerah
terhadap kehilangan kendaraan bermotor dilahanirpadng di kelolanya sebagaimana
disebutkan didalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang iAthtnasi Negara yang memberikan
penjelasan bahwa pemberian delegasi dari pejaloat iedih tinggi kepada pejabat yang lebih
rendah memiliki konsekuensi tanggungjawab dan faggguggugat.

Kata Kunci: Tanggunggugat, kehilangan dan Parkir.
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I. PENDAHULUAN maupun ditempat-tempat lahan parkir karena

etiap negara berkembang pasti mempenambahan jumlah kendaraan tidak seban-

butuhkan yang namanya pembanguding dengan penambahan fasilitas parkir se-

nan infrastruktur guna melancarkanhingga banyak kendaran bermotor yang parkir
roda perekonomian dengan cara pembangunain bahu jalan atau parkir bukan pada tempat-
jalan tol maupun penambahan jalan biasa serteya.
memperbaiki jalan-jalan yang ada saat ini Karena semakin sembrautnya perparki-
berdampak pada pembangunan dan berkeman yang ada dikarenakan tidak teraturnya
bangnya suatu daerah. Banyaknya invest@engendaraan kendaraan bermotor dan keti-
yang melakukan pembangunan pusat perbelaktersediaan lahan parkir yang mangakibat-
lanjaan, apartemen, ruko, perkantoran, peru«an terhadinya kemacetan hal ini dapat dilihat
mahan dan lainnya membuat semakin meningdi kota surabaya sehingga walikota surabaya
katnya jumlah kendaraan bermotor sebaganengeluarkan Perwali Surabaya Nomor 63
alat transportasi masyarakat didaerah tersebutahun 2018 yang mengatur masalah perparki-
Dengan meningkatnya jumlah kendaraan teran di wilayah kota surabaya sebagaimana
sebut, maka dibutuhkan lahan parkir untuldisebutkan didalam Pasal 10 ayat (e) tentang
kendaraan bermotor tersebut pada saat berhgmelanggaran parkir oleh pengemudi kendaraan
ti atau parkir. Dari data yang dibuat oleh BPS/ang mengatur besaran denda sebagaimana
dari hasil survey yang mana perkembangadimaksud pada huruf d untuk kendaraan roda
jumlah kendaraan bermotor sangat signifikaempat dan diatasnya ditetapkan menjadi Rp.
kenaikannya setiap tahunnya sebagai contd®00.000,- sedangkan kendaraan dibawah roda
angka di 2017 untuk mobil penumpang sebeempat ditetapkan menjadi Rp. 250.000,- (dua
sar 15.423.968 sedangkan angka di 2018 sebextus lima puluh ribu rupiah)”. Adapun mak-
sar 16.440.987, sedangkan untuk sepeda mseud ditebitkannya Perwali Nomor 63 Tahun
tor di tahun 2017 sebesar 111.988.683 dan @018 tersebut adalah untuk menertibkan pe-
tahun 2018 menjadi 120.101.047. Dari besaanggaran parkir oleh pemilik atau pengenda-
nya jumlah peningkatan kendaraan bermotoraan kendaraan yang parkir sembarangan dan
dari tahun 2017 sampai 2018 tersebut mengaidak ada petugas yang mengaturnya hal ini

kibatkan terjadinya kemacetan di jalan rayalisebutkan pada Bab Il ruang lingkup Pasal 2
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yang berbunyi “Penerapan sanksi administratif Lebih lanjut Kepolisian Republik Indo-
terhadap pelanggaran parkir di yang diatunesia Daerah Jawa Timur yang melakukan
dalam Perwali tersebut meliputi”: pameran kendaraan bermotor sebanyak 6.300
1. Pelanggaran pada pengelola lahan parkienam ribu tiga ratus) unit yang merupakan

oleh pemerintah kota Surabaya pengungkapan kasus terhadap pencurian dan
2. Pelanggaran pada pengelola lahan parkipenggelapan sepeda motor maupun mobil
yang dikelola oleh subjek hukum atauyang digelar di lapangan markas Kepolisian
badan hukum; Republik Indonesia Daerah Jawa Timur pada
3. Pelanggaran parkir oleh pengemuditanggal 25 September 2019 oleh Kapolda
kendaraan. Jawa Timur, yang mana dari barang bukti
Meningkatnya jumlah kendaraan bermo-yang dipamerkan yang sudah teridentifikasi
tor dan tidak teraturnya perparkiran yang adanelalui aplikasi e-barbuk sebanyak 3.100 (tiga
dikota Surabaya, mengakibatkan semakin meibu seratus) unit yang sudah jelas siapa pemi-
ningkatnya tindak kriminalitas terhadap pendiknya dan mengharapkan para pemilik kenda-
curian kendaraan bermotor sebagaimana lapoaan bermotor tersebut membawa identitas
ran kehilangan sepeda motor terjadi di wilakendaraan seperti STNK, BPKB untuk me-
yah hukum Kepolisian Republik Indonesi Re-ngambil barang bukti tersebut.
sort Kota Besar Surabaya yang diketahui 21 Kehilangan kendaraan bermotor sangat
Juni 2019 pukul 16°Wib telah hilang 1 unit tidak diharapkan oleh siapapun dikarenakan
sepeda motor nomor polisi L 2141 yang termengalami kerugian materiil, waktu dan piki-
parkir di halaman rumahnya di barata jayaran namun masalah kehilangan kendaraan ber-
Pemilik sepeda motor melaporkan kejadiaimmotor ini menjadi masalah secara yuridis ka-
yang menimpanya kepada radio suara Surabeena ada kekosongan hukum dan konfilik
ya dan juga melaporkan pencurian tersebut diorma yang terjadi di masyarakat karena disa-
kantor Polrestabes Surabaya dan akhirnym sisi badan hukum yang mengelola lahan
pelaku berhasil ditangkap tim resmob Polresparkir di bebankan pajak parkir dan tanggung-
tabes Surabaya, yang mana pelaku adalgawab penuh apabila terjadi kehilangan kenda-
seorang residivis 5 kasus pencurian kendaraanan bermotor ditempat parkir sebagaimana

bermotor dengan kekerasan. putusan yang telah menjadi Yurisprudensi
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nomor perkara 124/PK/PDT/2007 tanggal 2Imor 29 Tahun 2018 yang mengatur perubahan
april 2010 antara PT. Secure Parking Indonebiaya penggunaan parkir di tepi jalan umum.
sia dengan konsumen parkir Anny R. Gultom|. KAJIAN TEORI
dan ada beberapa putusan yang telah menja2liL Teori Negara Hukum
Yurisprudensi dan sering digunakan konsu- Negara hukum sebagaimana disebutkan
men parkir saat melakukan gugatan di pengatidalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang D-
dilan negeri untuk memperoleh ganti kerugiarasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
atas kehilangan kendaraan yang dialaminydahwa “Negara Indonesia adalah negara hu-
Atas putusan tersebut konsumen diberikakum” maksudnya adalah negara yang mene-
kepastian hukum dengan mendapatkan gangiakkan supremasi hukum untuk menegakkan
kerugian dan putusan itu saat ini banyak digukebenaran dan keadilan dan tidak ada kekua-
nakan para konsumen yang mencari keadilagaan yang tidak di pertanggungjawabkan serta
untuk menutut ganti kerugian terhadap kendaada aturan dan larangan bagi barang siapa
raan bermotor yang hilang dilahan parkir yanggang melangar maka hukuman akan diberikan
dikelola badan hukum. bagi siapa saja yang melanggarnya.

Sedangkan di sisi lain pemerintah pro- Menurut Adi Sulistiyono negara hukum
vinsi yang setiap tahun membebankan pajaknenghendaki agar setiap tindakan badan atau
kendaraan kepada pemilik kendaraan bermgsejabat administrasi berdasarkan undang-un-
tor dan pemerintah daerah yang menarik retridang. Tanpa dasar undang-undang, badan atau
busi parkir di lahan parkir yang dikelolanyapejabat administrasi negara tidak berwenang
serta menarik pajak parkir kepada badan hunelakukan suatu tindakan yang dapat mengu-
kum yang mengelola lahan parkir yang besabah atau mempengaruhi keadaan hukum war-
ranya tidak lebih besar dari 30% namun tidalga masyarakat.
dibebankan tanggunggugat apabila terjad2.2 Teori Tanggunggugat dan Tanggung
kehilangan kendaraan di lahan parkir yang di- jawab Hukum
kelola pemerintah daerah maupun badan hu-  Jika berbicara tentang tanggungjawab
kum sebagaimana diatur didalam UU No 28&lan tanggungjawab secara hukum maka harus
Tahun 2009 serta Perwali Kota Surabaya Noada kesalahan dan adanya resiko sehingga da-

pat dimintai tanggungjawab baik secara perda-
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ta maupun secara pidana. Didalam Undang- yang berkaitan dengan moral dan hukum
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang yang sudah bercampur aduk;
Administrasi Pemerintah pada Pasal 1 angke. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan
23 yang berbunyi Delegasi adalah pelimpa- ~melanggar hukum tanpa mempersoalkan
han kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat kesalahan yang didasari pada perbuatan
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan baik secara sengaja maupun tidak sengaja
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih ren- artinya meskipun bukan kesalahannya tetap
dah dengan tanggungjawab dan tanggunggu- bertangung jawab atas kerugian yang
gat beralih sepenuhnya kepada penerima timbul akibat perbuatannya.
delegasi". Pengaturan tentang tanggungjawaidl. METODE PENELITIAN
dan tangggunggugat didalam undang-undang  Jenis penelitian yang digunakan adalah
tersebut jelas menyebutkan bahwa pejabgdenelitian yuridis normatif yaitu penelitian
pemerintah yang lebih tinggi melimpahkanyang dilakukan adalah penelitian terhadap
delegasi tanggungjawab dan tanggungguggieraturan perundang-undangan yang berlaku
kepada pejabat pemerintah yang lebih rendahsaat ini, penelitian hukum doktriner yang dise-
Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa but juga penelitian kepustakaan atau studi
teori tanggungjawab dalam perbuatan maladokumen. Penelitian hukum doktriner dilaku-
wan hukum dibagi menjadi beberapa teorkan hanya pada peraturan — peraturan yang
antara lain: tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.
a. Tanggungjawab akibat perbuatan melangbidalam penelitian ini melakukan kajian teori
gar hukum yang dilakukan dengan sengajayerupa teori negara hukum sebagaimana di
tergugat harus sudah melakukan perbuatatisebutkan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
sedemikian rupa sehingga merugikan pengJndang Dasar Negera Republik Indonesia
gugat atau mengetahui bahwa apa yangahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah
dilakukkan tergugat akan mengakibatkamegara hukum” maksudnya adalah negara
kerugian; yang menegakkan supremasi hukum untuk
b. Tanggungjawab akibat perbuatan melangmenegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak
gar hukum yang dilakukan karena kelala-ada kekuasaan yang tidak di pertanggungja-

ian, didasarkan pada konsep kesalahawabkan. Sedangkan teori kewenangan, teori
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tangungjawab dan teori tangguggugat jug@ajak daerah kota malang selama 5 tahun ke-
teori tujuan hukum yang didalamnya terhadaglepan. Selain itu juga didasarkan pada indica-
teori kepastian hukum, teori keadilan bermartor yang ada di kota malang yaitu salah satu-
tabat dan teori kemanfaatan yang menjadi foaya pertumbuhan ekonomi.
kus dalam pembahasan penelitian ini agar apa  Menurut Yuskar dan Yanti (2014) dalam
yang dicita-citakan negara ini yaitu kepastiarpenelitiannya menyatakan bahwa jumlah ken-
hukum, keadilan dan sama di mata hukum. daraan bermotor berpengaruh signifikan terha-
IV.HASIL PENELITIAN dap penerimaan pajak kendaraan bermoror.
4.1 Pajak dan Retribus Kendaraan Jumlah kendaraan bermotor yang membayar

Bermotor PKB akan mempengaruhi secara langsung
Pajak dan retribusi daerah merupakamenerimaan pajak kendaraan dan semakin
pendapatan suatu daerah untuk membiaydianyak kendaraan yang membayar PKB maka
APBD yang dipergunakan sebaik-baiknya unakan meningkatkan penerimaan pajak daerah.
tuk menyelenggarakan pemerintahan serta  Jenis pajak daerah yang berhubungan
membiayai pembangunan yang nantinya dapatengan kendaraan bermotor adalah pajak ken-
menarik investor datang kedaerah tersebutlaraan bermotor, pajak bea balik nama kenda-
Pajak dan retribusi tersebut merupakan punguaan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan
tan kepada perorangan maupun badan hukubermotor dan pajak parkir yang dibebankan
yang sifatnya wajib dan memaksa karena dikepada pemilik atau badan hukum yang me-
bebankan sanksi, hal ini telah diamanatkamiliki kendaraan bermotor (Pasal 3-Pasal 20).
didalam UU No 28 Thn 2009 tentang PajakPajak tersebut diwajibkan bagi siapa saja yang
Daerah dan Retribusi Daerah sehingga tidaknemilik kendaraan bermotor dan pembayaran
bertentangan dengan aturan hukum yangajak wajib dibayar, apabila tidak dibayar te-
berlaku di dalam masyarakat. pat waktu maka dapat dibebankan sanksi baik
Menurut Puspita (2016) menyatakankurungan maupun sanksi denda karena diang-
penetapan target penerimaan pajak daerajap lalai dan merugikan pemerintah daerah
dilakukan dengan memproyeksikan potens{Pasal 174-Pasal 175 UU No. 28 Thn 2009).
pajak daerah kota malang selama 5 tahun ke  Rustiyaningsi (2011) menyebutkan dida-

depan, dilanjutkan dilakukan proyeksi targetam penelitiannya banwa sanksi perpajakan
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dalam UU perpajakan berupa sanksi adminisadalah masalah ekonomi dan lupa membayar
tratif (dapat berupa bunga, denda dampajak sehingga kepatuhan membayar pajak
kenaikan) serta sanksi pidana. Saksi perpgang menjadi masalah utama dalam pemenu-
jakan kepada wajib pajak diberikan agar menhan pungutan pajak.
jadi kesadaran dan patuh terhadap kewajiban  Besarnya tarif pajak parkir sebagaimana
pajak. Sanksi pajak tersebut diberikan agar selatur didalam UU No. 28 Thn 2009 khusus
mua warga negara wajib taat pajak agar dapantuk pajak parkir sebesar 30% merupakan
meningkatkan pembangunan dan menggerakarif yang paling tinggi dibandingkan tarif
kan roda pemerintahan. pajak daerah lainnya sehingga pendapatan

Menurut Irene.F.Pontoh, Ventje llat dandaerah dari sektor parkirlah yang menjadi
Jessy.D.L.Warongan (2016) didalam penelitiperhatian pemerintah daerah. Pajak parkir
annya menyebutkan bahwa proses pemungyang dikenakan kepada orang atau badan hu-
tan pajak kendaraan bermotor dan bea balikum yang menyelenggarakan perparkiran.
nama kendaraan bermotor yang mengalanf\pabila orang atau badan hukum yang telat
kesulitan adalah wajib pajak yang kendaraaatau kealfaanya membayar pajak parkir terse-
bermotor yang hilang dan rusak berat akibabut maka sanksi denda maupun dihadapkan ke
kecelakaan sehingga kendaraan itu tidak bigaersidangan pengadilan pajak merupakan opsi
dipergunakan, tunggakan atau piutang pajakang terakhir dilakukan oleh pemerintah dae-
yang ada di provinsi sulawesi utara karenaah guna mendapatkan pajak parkir tersebut.
adanya tindakan pencurian kendaraan bermo-  Berbeda dengan retribusi yang juga me-
tor dan kendaraan yang rusak parah mengalaipakan pendapatan lain dari pajak daerah dan
mi kecelakaan, oleh karena itu pemilik ken-etribusi yang dibagi kepada pusat. Didalam
daraan atau wajib pajak yang mengalamPasal 1 angka 64 retribusi daerah merupakan
keadaan seperti ini tidak mau membayar pajagungutan daerah atas pembayaran jasa atau
kendaraan bermotor. Kemudian adanya kemujn yang dikeluarkan suatu daerah dan ijin
dahan mendapatkan kendaraan bermotor bayang diberikan merupakan ijin khusus kepada
dengan menggunakan alamat fiktif juga memperorangan atau badan hukum. Setiap orang
buat wajib pajak tidak mau balik namajuga dibebankan wajib retribusi untuk mendu-

kendaraan bermotor serta kendala lainnyung pemerintah dalam menyelenggarakan
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pemerintahannya yang nantinya dapat digunamtuk mobil sebesar Rp.5.000,- (lima ribu ru-
kan/dimanfaatkan untuk masyarakat banyakiah) dan karcis tanda masuk mobil nomor
khususnya daerah yang menarik retribusi itu. 001884 di Samsat Il Surabaya 2020 tanggal 9

Retribusi yang dibahas adalah khusugSembilan) juni 2020 sebesar Rp. 5.000,-
untuk Surabaya mengenai tarif retribusi yandlima ribu rupiah). Yang lebih menjadi perha-
telah ditetapkan melalui Perwali No. 29 Thntian adalah didalam karcis tersebut mengguna-
2019 yang mana besarnya bervariasi tergamkan klausul baku dan menggunakan klausul
tung jenis kendaraannya. Untuk mobil sedangksonerasi yang membebaskan pengelola par-
pick up dan kendaraan lainnya dikenakan rekir dari tanggung jawab atas kehilangan ken-
tribusi Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkardaraan selama parkir di lahan parkir yang
untuk sepeda motor dikenakan retribusmenjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
Rp.1.000,- (seribu rupiah). Tarif retribusi yangAdapun isi klausul baku dan klausul eksonera-

ditentukan melalui perda tersebut berbandingi didalam karcis parkir di Samsat Il Surabaya

terbalik dengan fakta dilapangan yang mangersebut sebagai berikut:

parkir TJU yang harusnya dikelola pemerintaHL.

daerah diberikan kepada perorangan yang

menarik retribusi parkir tidak sesuai ketentuar?.

yang telah ditetapkan antara lain untuk mobil
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sepeda
motor Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Dalam penelitian ini yang
mengecek kelapangan yaitu lahan parkir ditepi
jalan umum yang seharusnya dikelola peme-

rintah daerah akan tetapi dikelola perorangan4.

jukir yang bermodalkan rompi dan karcis par-

kir hal ini dapat di lihat diparkir tepi jalan

langsung 3.

Parkirlah kendaraan anda ditempat yang
telah ditentukan dan dikunci;

Tempat parkir ini digunakan untuk parkir
kendaraan anda selama jam kerja Samsat
dan tanda masuk ini bukan sebagai tanda
terima penitipan kendaraan.

Segala bentuk kerusakan/kehilangan ken-
daraan atau barang-barang didalamnya
menjadi tanggungjawab pemilik;

Setiap kendaraan yang masuk/keluar harus
menunjukkan karcis dan STNK pada

petugas;

umum didepan Polrestabes Surabaya pada Kehilangan karcis tanda masuk ini akan

tanggal 8 (Delapan) juni 2020 dengan nomor
karcis parkir mobil 003615 dengan biaya

dikenakan biaya administrasi/denda sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
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dan membuat laporan kepada kepolisian se-
Berbeda dengan klausul baku dartempat sehingga membuat kerugian yang
klausul eksonerasi di karcis mobil didepanbesar bagi konsumen yang memarkirkan ken-
Polrestabes Surabaya sebagai berikut: daraan bermotor miliknya dilahan parkir yang
1. Tunjukkan karcis dan STNK pada petugaglikelola pemerintah daerah.
bila meninggalkan area; 4.2 Parkir Kendaraan Bermotor
2. Jangan tinggalkan karcis dan barang- Merupakan Penitipan atau Penyewaan
barang berharga dikendaraan; Perda kota Surabaya yang mengatur
3. Kerusakan dan kehilangan kendaraamarkir jika di pelajari lebih rinci hanya me-
termasuk barang di kendaraan, resikogatur penjelasan parkir, jenis parkir, tarif
pemilik sendiri; parkir dan sanksi apabila lalai dalam melaksa-
4. Apabila karcis hilang denda Rp. 25.000,-nakan apa yang diatur didalam perda tersebut,
(dua puluh lima ribu rupiah). akan tetapi didalam perda tidak mengatur
Dari kedua lahan parkir yang seharusnyanengenai perjanjian apa yang digunakan
dikelola pemerintah daerah namun diserahkadidalam parkir apakah menggunakan perjan-
kepada perorangan yang menarik retribugian penitipan atau perjanjian sewa lahan
parkir tidak sesuai ketentuan perda juga mengparkir. Hal ini yang membuat banyak masya-
gunakan pengalihan tanggungjawab dan meakat tidak mengerti kontruksi hukum dalam
nggunakan klausul baku merupakan pelanggaerjanjian parkir tersebut yang hanya tahu
ran Undang-Undang Perlindungan Konsumebahwa kendaraan bermotor milik konsumen
No. 8 Thn 1999 serta pembiaran yang dilakuparkir dan membayar pajak parkir, retribusi
kan pemerintah daerah seakan menutup maparkir. Jika kendaraan bermotor yang diparkir
atas pelanggaran tersebut membuat banyaknyersebut hilang maka hanya mengandalkan
lahan parkir yang menjadi wewenang pemeasuransi dan jika tidak ada asuransi maka
rintah daerah dikelola orang/jukir dan menarikesiko ditanggung sendiri oleh konsumen
retribusi parkir sesuka hati dan apabila terjadpemilik kendaraan bermotor.
kehilangan kendaraan bermotor tidak ada Banyak orang berpendapat bahwa
tanggungjawab ganti kerugian dan membiarkendaraan bermotor yang diparkirkan di lahan

kan pemilik kendaraan untuk menguru sendirparkir merupakan perjanjanjian penitipan atau
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tempat penitipan kendaraan, karena konsumeramanya penitipan atau penyewaan akan
parkir yang mengendarai kendaraan bermotdetapi hanya parkir dan yang disebut parkir
tersebut masuk kedalam area parkir baik yangdalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak
dikelola pemerintah daerah melalui pihakbergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan
ketiga (perorangan/badan hukum) maupupengemudinya (Pasal 1 angka 1 Perda 3 Thn
yang dikelola badan hukum (swasta) diberikar2018). Jika kendaraan bermotor yang parkir
karcis parkir masuk sebagai bukti bahwa kentidak disebut penitipan kendaraan maupun pe-
daraan tersebut benar parkir diarea itu, namumyewaan lahan maka apabila terjadi kehila-
didalam Kkarcis parkir berisikan perjanjianngan kendaraan dilahan parkir yang dikelola
baku dan terdapat klausul eksonerasi (pengalpemerintah daerah maupun badan hukum,
han tanggung jawab) apabila terjadi kehilasiapa yang bertanggungjawab dan dimintai
ngan barang/kendaraan bermotor yang dipaganti kerugian yang dialami pemilik kendara-
kir tersebut. Dengan masuknya konsumeman dan dasar hukum apa yang dipakai jika
parkir dilahan parkir yang dikelola pemerintahdiajukan gugatan kepengadilan.
daerah maupun yang dikelola badan hukun¥.3 Perjanjian  Penitipan  Kendaraan
maka konsumen parkir menerima dan sepakat Bermotor
dengan isi yang tertera didalam karcis parkir, Dalam penelitian ini akan membahas
sehingga terkesan bahwa konsumen parkinengenai perjanjian penitipan kendaraan ber-
menerima isi yang tertera di karcis parkir darmotor baik yang dikelola pemerintah daerah
secara sepihak sepakat karena membutuhkamupun yang dikelola badan hukum atau
tempat untuk kendaran bermotor miliknyaperorangan. Kendaraan bermotor yang parkir
parkir (Pasal 1338 KUH Perdata). dilahan parkir menggunakan perjanjian yaitu
Berdasarkan karcis parkir yang ada dkarcis parkir yang berisi nomor polisi kenda-
Samsat Il Surabaya isinya menyatakan bahwaan, jenis kendaraan, tanggal dan jam masuk
karcis parkir bukan sebagai bukti penitiparkendaraan serta nama lokasi lahan parkir.
kendaraan bermotor, hanya sebagai bukti pakarcis parkir tersebut merupakan bukti adanya
kir kendaraan bermotor, sehingga setiap kerperjanjian penitipan atau perjanjian penyewa-
daraan bermotor yang masuk kelahan parkir din lahan parkir yang menjadi perdebatan ba-

samsat Il Surabaya tidak mengenal yangyak pihak terutama apabila kendaraan

294



YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA

Volume 5 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (285-302)
bermotor tersebut hilang dan pemilik kendaraterlebih dahalu antara kedua belah pihak
an masih memegang karcis parkir. Jika karcisehingga klausul baku tersebut dipaksakan dan
parkir merupakan perjanjian penitipan kendapemilik kendaraan diwajibkan mengikuti apa
raan bermotor, maka apa yang dimaksud didarang tertera didalam karcis parkir, sementara
lam Pasal 1694 KUH Perdata si penerimapa yang dimaksud didalam Pasal 1338 KUH
titipan harus menjaga dan mengembalikaPerdata sepakat para pihak menjadi undang-
kendaraan yang dititipkan tersebut kepadandang asalkan tidak bertentangan dengan
pemiliknya dalam keadaan baik dan tidakPasal 1320 KUH Perdata. Sepakat sepihak
hilang. sebagaimana isi karcis parkir yang mengand-

Karcis parkir yang menjadi bukti bahwa ung klausul baku dan klausul eksonerasi bu-
kendaraan bermotor benar parkir di laharkanlah apa yang diamanatkan oleh undang-
parkir yang dikelola pemerintah daerah mauundang serta bertentangan dan melanggar UU
pun badan hukum berisikan klausul baku daferlindungan Konsumen.
klausul eksonerasi yang mana didalam karcis Perjanjian penitipan kendaraan bermotor
parkir tertera perjanjian sepihak yang harus®arusnya menguntungkan kedua belah pihak
ditaati oleh pemilik kendaraan bermotor. Isibaik pengelola lahan parkir (pemerintah dae-
karcis parkir yang merugikan pemilik kenda-rah dan badan hukum) dengan konsumen par-
raan yaitu apabila kendaraan yang parkir tetkir agar tercapai keadilan bermartabat dan
sebut hilang maka pengelola lahan parkir tidakidak merugikan salah satu pihak. Sejak awal
bertanggung jawab atas kehilangan barangerjanjian penitipan sebagaimana diatur didal-
maupun kendaraan bermotor tersebut. Sebagam buku Il KUH Perdata haruslah dilaksana-
contoh karcis parkir yang ada di Polrestabekan yaitu pengembalian barang/kendaraan
Surabaya tanggal 8 juni 2020 yang berisyang dititipkan dalam kondisi awal dititipkan,
klausul baku dan klausul eksonerasi yaitu “keapabila terjadi cacat atau rusak serta hilang
rusakan dan kehilangan kendaraan termasularang/kendaraan yang dititipkan, maka pene-
barang di kendaraan, resiko pemilik sendiri”. rima titipan haruslah tanggungjawab untuk

Klausul baku yang dibuat didalam karcismenggantinya.
parkir tersebut hanya dibuat sendiri oleh pe-

ngelola lahan parkir tanpa dibicarakan/dibahas
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4.4 Perjanjian Sewa-Menyewa Lahan berhak atas lahan parkir yang disewakannya.
Parkir Sipenyewa wajib menjaga, memperbaiki lahan
Pembahasan dalam penelitian ini adalalparkir yang disewakan apabila terjadi kerusa-
perjanjian penyewaan lahan parkir yang mankan baik karena kesengajaan maupun karena
pemilik lahan parkir menyediakan lahan untukkelalaian (Pasal 1551 KUH Perdata) dan sewa
disewakan kepada orang lain yang memilikmenyewa berakhir seketika itu apabila si pe-
kendaraan bermotor. Sewa menyewa terjadiyewa keluar dari lahan parkir yang disewa-
apabila ada kesepakatan antara kedua bel&hn tersebut dan secara otomatis kembali
pihak mengenai apa yang di sewakan dakepada penyewa dan dapat disewakan kembali
harga sewa serta berapa lama sewa berlakepada orang lain (Pasal 1563 KUH Perdata).
(Pasal 1548-Pasal 1550 KUH Perdata). Sewa  Karcis parkir merupakan bukti telah
menyewa lahan parkir untuk kendaraan bererjadi sewa-menyewa lahan parkir dan si
motor dibuat dalam bentuk karcis parkir yangpenyewa dalam hal ini konsumen pemilik
merupakan bukti bahwa lahan parkir telaltkendaraan bermotor wajib menjaga sendiri
disewa oleh konsumen pemilik kendaraarkendaraan bermotor miliknya selama parkir
bermotor untuk waktu tertentu dan biaya sewaan yang menyewakan lahan parkir menyerah-
telah disepakati. kan sepenuhnya pengelolaan lahan parkir yang
Besarnya sewa lahan parkir di kotadisewakan tersebut. Apabila terjadi kehila-
Surabaya diatur didalam Perwali No. 29 Thmgan, kerusakan barang/kendaraan bermotor
2018 tergantung dari jenis kendaraan bermotati lahan parkir yang disewakan tersebut maka
yang parkir ditepi jalan umum dan yang menyang menyewakan tidak bertanggungjawab
jadi tanggungjawab pemerintah daerah. Sewatas resiko tersebut melainkan menjadi tang-
lahan parkir yang dimaksud dalam perwaligungjawab si penyewa. Karcis parkir yang
tersebut berupa tarif retribusi yang merupakaberisi klausul baku dan klausul eksonorasi
pendapatan asli daerah khususnya kota Surdidalam sewa-menyewa lahan parkir dapat
baya. Dalam sewa menyewa lahan parkir bedibenarkan karena prinsip dalam sewa-menye-
rarti si penyewa berhak atas lahan parkir yangia ialah si penyewa yang menguasai lahan
disewanya yang menjadi lahan parkir tersebuparkir yang disewanya, akan tetapi penyewaan

akan tetapi pihak yang menyewakan tidakahan parkir untuk kendaraan bermotor hanya
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berlaku untuk satu kendaran bermotor say&urabaya yang didalam karcis parkirnya berisi

tidak berlaku bagi semua lahan parkir darketentuan umum sebagai berikut:

lahan parkir tersebut disewakan kepada semua Tarif parkir yang berlaku tercantum pada

konsumen parkir sehingga sewa-menyewa

tersebut tidak murni.

Yang menjadi fokus pembahasan dalam
penelitian sewa-menyewa lahan parkir ini
adalah lahan parkir yang menggunakan karcis
parkir merupakan penitipan kendaraan atau
penyewaan lahan parkir sehingga perdebatan
mengenai kedua hal tersebut dapat solusi dan
pemahaman bagi masyarakat khususnya kon-
sumen pemilik kendaraan bermotor. PerdebeB.
tan mengenai penitipan lahan parkir dan pe-
nyewaan lahan parkir dapat dilihat dari lahan
parkir yang dikelola pemerintah daerah de4.

ngan memberikan pengelolaannya kepada pe-

. Karcis

rambu tarif.

tanda parkir merupakan bukti

pengguna kendaraan menyewa lahan parkir
di area parkir yang terintegrasi dengan sys-
tem. Jika karcis tanda parkir hilang, peng-
guna kendaraan wajib memperlihatkan
STNK, Identitas pengendara dan ketera-
ngan resmi lainnya serta dikenakan biaya
administrasi.

Pengguna kendaraan diwajibkan taat pada
rambu, ketentuan dan peraturan yang
berlaku di Indonesia.

Setiap pemilik karcis parkir berhak me-

nyampaikan keluhan dan permasalahan

rorangan maupun badan hukum dengan meng- yang diterima selama berada di area parkir.

gunakan Kkarcis parkir bukan sebagai bukti
penitipan atau bukti penyewaaan hanya seba-
gai bukti parkir sehingga membuat kekaburan
hukum dan tidak adanya kepastian hukum di-
dalam karcis tersebut. Berbeda dengan karcis
parkir yang dikelola badan hukum setiap5.
bulan dibebankan pajak parkir yang menggu-
nakan karcis parkir sebagai bukti konsumen
parkir menyewa lahan parkir bukan penitipan

lahan parkir sebagai contoh pengelola lahan

parkir (badan hukum) di mal city of tomorrow

Hal tersebut dapat disampaikan kepada tim
management SKY Parking melalui custo-

mer service yang tertera pada karcis parkir
dan akan ditangani sesuai dengan SOP
SKY Parking.

Demi kenyamanan bersama dimohon untuk
memastikan kendaraan anda terkunci de-
ngan baik dan tidak meninggalkan tiket

parkir, surat-surat dan barang-barang ber-

harga anda didalam kendaraan anda.
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Didalam karcis parkir tersebut maupunngan hukum terhadap konsumen parkir baik
di area lahan parkir terhadap rambu-rambudari sisi pelayanan, keamanan dan tarif parkir
yang meminta kepada konsumen parkir agaserta kenyamanan konsumen pada saat meng-
menjaga kendaraan bermotor miliknya dengagunakan jasa dan lahan parkir tersebut. Pem-
memberikan kunci tambahan atau meninggalbahasan mengenai pelayanan parkir yang di-
kan tiket parkir dan surat maupun barangkeluhkan oleh konsumen parkir di west mal
barang berharga didalam kendaraan saat parlgrand Indonesia Jakarta pada tanggal 18 juni
dikarenakan dapat memberikan kesempata?020 di mediakonsumen.com melalui surat
kepada orang lain untuk berbuat tindak pidanpembaca yang intinya kecewa terhadap pela-
yang mengakibatkan kendaraan bermotoyanan parkir di tempat tersebut yang mana
yang parkir dirusak atau dicuri pada saat pamal grand Indonesia dikelola oleh pihak keti-
kir. Berbeda dengan lahan parkir yang dikeloga badan hukum PT. Secure Parking Indone-
la pemerintah daerah yang kendaraan parkir dia. Adapun keluhan pelayanan yang dialami
tepi jalan umum yang mana petugas pareleh konsumen parkir tersebut yang namanya
kir/jukir memberikan karcis dan meminta agarAndri Yono (Depok) adalah system gate self
konsumen pemilik kendaraan tidak menguncservice yang tidak didukung oleh alat yang
stank kendaran bermotor maupun tidak di harhandal sehingga sering error dan petugas par-
drem saat parkir agar memudahkan kendara&ir yang lama datang mengakibatkan antrian
tersebut dipindahkan pada lain ada kendaradendaraan panjang di pintu masuk atau pintu
lain yang akan keluar dan tidak ada pengecdeeluar. Konsumen membayar biaya sewa atau
kan STNK saat sepeda motor akan meningliaya penitipan selama menggunakan lahan
galkan lahan parkir tersebut. parkir tersebut akan tetapi pelayanan yang
45 Perlindungan Hukum Konsumen dan  kurang maksimal mengakibatkan keluhan
Ganti Kerugian menurut Asuransi konsumen disampaikan melalui media online.
Didalam penelitian perlindungan hukum Didalam asuransi jumlah tanggungan
konsumen ini yang akan dibahas mengenaiang menjadi kewajiban asuransi hanya berda-
konsumen parkir yang menggunakan jasa pasarkan apa yang telah disepakati bersama dia-
kir dan juga lahan parkir yang dikelola peme-wal pada saat penandatanganan perjanjian asu-

rintah daerah maupun badan hukum. Perlinduansi dan besarnya ganti kerugian yang ditang-
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gung asuransi. Biasanya asuransi merupakasuransi tersebut tidak dijelaskan secara
badan hukum yang menanggung resiko kerwsignifikan dan terkesan mengambang dan
gian yang dialami konsumen. Asuransi sejumtidak ada kepastian hukum apabila tejadi
lah uang dapat ditemukan pada perjanjian aslkehilangan kendaraan bermotor. Sedangkan di
ransi jiwa, yang mana kematian seseoranBasal 22 mewajibkan pengelola lahan parkir
merupakan syarat pembayaran kepada tertandalam hal ini badan hukum wajib mengasu-
gung, dan peristiwva kematian juga digolong+ansikan semua kendaraan yang parkir. Perbe-
kan sebagai peristiva tak tertentu. Asuransilaan pada pasal 21 dan pasal 22 adalah asu-
kerugian merupakan suatu jenis asuransi yamansi oleh pemerintah daerah hanya kerusakan
dimaksudkan untuk memberikan ganti kerugi-dan kehilangan kendaraan bermotor yang bu-
an kepada pihak tertanggung yang mengalarkan disebabkan kelalaian pengguna jasa parkir
kerugian akibat suatu kejadian yang ditangsedangkan untuk badan hukum ditegaskan
gung oleh penanggung. Pemberian ganti kerunengasuransikan semua kendaraan bermotor
gian ini dimaksudkan untuk memulihkan keru-tidak ada embel-embel lainnya sehingga ada
gian yang dialami oleh tertanggung dan tidaldikriminasi mengenai asuransi sebagaimana
diperkenankan mengambil keuntungan dartliatur didalam perwali tersebut.
perjanjian asuransi, melainnya hanya sebatas Tujuan asuransi adalah untuk melindu-
pemulihan terhadap kerugian bukan keseluruagi segala kerugian yang dialami oleh siapa
han dan dapat berupa kerugian material mawsaja yang kendaraan bermotor miliknya hilang
pun kerugian berupa kematian atau cacatilahan parkir dan biasanya asuransi bagi yang
tubuh konsumen yang tunduk kepada perjammenggunakan pembayaran dengan cara me-
jian yang telah dibuat. nyicil kepada leasing maka kendaraan bermo-
Masalah kehilangan kendaraan bermototor tersebut pasti langsung di cover asuransi
dilahan parkir yang dikelola pemerintahkehilangan maupun kerusakan akibat kecela-
daerah ditepi jalan umum dan tempat khusukaan akan tetapi jika kendaraan tersebut telah
parkir, oleh pemerintah daerah melalui perda 8inas maka tidak di cover asuransi dan apabila
thn 2018 sudah mengatur tentang asuranserjadi kehilangan maka kerugian yang besar
terhadap kehilangan kendaraan bermotor akaakan dialami oleh konsumen kendaraan ber-

tetapi asuransi (Pasal 21) apa dan bagaimamnaotor.
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Ganti kerugian menurut KUH Perdatakehilangan tersebut. Banyak lokasi lahan
hanya dapat dilakukan melalui pengadilarparkir yang dikelola Pemerintah Daerah dike-
dengan menggunakan Pasal 1365 didala gugkla oleh juru parkir liar yang menerima uang
tannya dan yang dijadikan tergugat adalalparkir dan di nikmati sendiri hasil parkir terse-
pengelola lahan parkir akan tetapi yang babut tanpa ada tanggungjawab terhadap jika
nyak digugat hingga saat ini adalah badakehilangan kendaraaan bermotor. Sedangkan
hukum yang mengelola lahan parkir dan yandahan parkir yang dikelola perorangan atau
memiliki ijin pengelolaan perparkiran, sedang-badan hukum sudah banyak dilakukan gugatan
kan untuk pemerintah daerah yang mengelolke pengadilan negeri guna mendapatkan ganti
lahan parkir jarang bahkan tidak ada yandkerugian dan gugatan tersebut dimenangkan
digugat kepengadilan untuk meminta gantbleh konsumen parkir dengan mewajibkan
kerugian. pengelola parkir (badan hukum) untuk meng-
4.6 Penyelesaian Sengketa Parkir  ganti kerugian yang dialami konsumen.

Kendaraan Ber motor Suatu hal yang perlu diperhatikan jika

Didalam Perda 3 Tahun 2018 mengatuparkir merupakan penitipan barang, maka gu-
tentang asuransi kendaraan baik yang dikelolgatan dapat didasarkan pada wanprestasi atau
Pemerintah Daerah maupun yang dikelolzidera janji karena pengelola parkir gagal
orang atau badan hukum jika terjadi kehilaimemenuhi janjinya untuk mengembalikan
ngan kendaraan bermotor. Asuransi yangendaraan bermotor dalam wujud ketika ken-
diatur didalam peraturan daerah tersebut tidaftaraan itu dititipkan kepadanya. Dalam prak-
mengatur secara signifikan bagaimana asuratek tuntutan yang dilakukan penggugat untuk
si itu dan besaran klaim asuransinya. kasus kehilangan kendaraan diarea parkir ada-

Tempat parkir yang dikelola pemerintahlah gugatan perbuatan melawan hukum de-
daerah dikelola oleh perorangan atau sekelormgan membuktikan kesalahan dari tergugat.
pok orang yang sering disebut jukir (juruGugatan perbuatan melawan hukum juga bisa
pakir) dengan bermodalkan rompi parkir dardilakukan karena ada kelalaian yang mengaki-
karcis serta menerima uang parkir, akan tetafgatkan wanprestasi, dengan demikian walau-
jika terjadi kehilangan jukir tersebut lepaspun ada hubungan kontrak atau perjanjian,
tangan dan tidak ada tanggungjawab atas
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tetap dapat dituntut dengan perbuatan meldidak termasuk didalam kewanangan pengadi-
wan hukum. lan pajak (Pasal 31 UU No. 14 Thn 2002).

Putusan pengadilan yang menyatakaderhadap pemerintah kabupaten/kota yang
bahwa pengelola parkir tidak bertanggungmenarik pajak parkir dan retribusi parkir wajib
jawab terhadap konsumen atas pelayanan yamighebankan tanggunggugat apabila terjadi ke-
diberikannya, hal ini terlihat dari putusan-hilangan kendaraan bermotor karena pemerin-
putusan yang ada, bahwa pelaku usaha bertah kabupaten/kota menarik pajak parkir dari
saha mengelak dari tanggungjawabnya terhgengelola lahan parkir (badan hukum) dan
dap kerusakan maupun kehilangan kendaragnga menarik retribusi parkir yang lahan parkir
bermotor yang sedang parkir didalam arealikelola pemerintah daerah (Pasal 85 UU No.
parkir yang dikelola oleh pengelola parkir, se-30 Thn 2014). Setiap konsumen/pemilik ken-
hingga menurut penulis pengelola parkirdaraaan maupun pengelola lahan parkir (badan
belum menjalankan tanggungjawabnya sesu&iukum) dapat mengajukan tanggunggugat
UU 8 Thn 1999 karena tidak apa yangterhadap pemerintah provinsi atau kabupaten /
menjadi putusan pengadilan dengan memekota apabila terjadi kehilangan kendaraan ber-
nangkan konsumen yang diatur dalam Pasal 4notor. Tanggunggugat pemerintah provinsi
V.KESIMPULAN atau kabupaten/kota dapat menjadi solusi bagi

Pajak merupakan pendapatan asli daeratonsumen yang kehilangan kendaraan bermo-
(PAD) bagi daerah yang ada di Indonesia yangpr yang parkir dilahan parkir yang dikelola
dalam hal ini pajak kendaraan, pajak parkipemerintah daerah yang juga dibebankan
dan retribusi parkir. Hasil dari pajak kenda-retribusi parkir.
raaan dan pajak bea balik nama tersebut akan
dibagi kepada pemerintah daerah yang bes®AFTAR PUSTAKA

rannya bervariasi. Dengan dibebankanny&uady, Munir, Hukum Kontak dari Sudut
Pandang Hukum Bisnis, PT. Citra

pajak kendaraan kepada konsumen, seharus- Aditya Bakti, Bandung, 2010.

nya pemerintah provinsi memiliki kewajiban

. Adi Sulistiyono, Negara Hukum: Kekuasaan,
tanggunggugat terhadap kehilangan kendaraan Konsep dan Paradigma Moral, LPP

bermotor, akan tetapi terhadap sengketa pajak ~ UNS dan UNS Press, Surakarta.

yaitu pajak kendaraaan, pajak bea balik nama
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Yulianawati, Faktor-Faktor =~ Yang www.ylpkjatim.or.id Parkir Liar Tanpa
Mempengaruhi  Kemauan Membayar Karcis Masih Marak di Surabaya, 31
Pajak, Dinamika Keuangan dan Mei 2018, di unduh tanggal 23 Juni

Perbankan, November 2001, Hal. 126- 2020.
142 Volume 3 Nomor 1.
Suarasurabaya.ndtapor ke SQuara Surabaya

Irene.F.Pontoh, Ventje Illat, Jessy D.L. Polisi Langsung Sergap Pencuri Sepeda

Warongan,Analisis Penerimaan Pajak Motor, 21 Juni 2019, di unduh tanggal

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea 08 Mei 2020.

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

KB) dalam Peningkatan Pendapatan Radar SurabayaPolda Jatim Identifikas

Adli Daerah Provins Sulawes Utara, 3.100 Ranmor Curian, Digelar di

karya ilmiah, 2016. Pameran BB, 25 September 2019, di
Fahmi, Ardianto, Amanda Raisa, Tomy unduh tanggal 08 Mei 2020.

Michael, Penuntutan Ganti Rugi

Kehilangan Benda atau Barang Karcis Parkir SKY Parking Lokasi Mal City

terhadap Pengelola Parkir yang Of Tomorrow Surabaya, 10 Juni 2020,

berlindung di bawah klausa baku, Jurnal jam: 13:35 Wib.
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